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ABSTRACT
Purpose of this research is identify the construction norms about security and safety standard 
of tourist in the supply of tourism services by Tour Operator and the readiness Tour Operator 
in implementing tourists protection regulations in the supply of tourism services by Tour 
Operator. The research method used is a empirical legal research. Data and sources of data 
used are primary data, which derives from Tour Operator located around Denpasar and 
Badung, while secondary data used consisted of primary legal materials, secondary, and 
tertiary. Data collection techniques used are Study Documents Techniques and Interview 
Techniques, with the sampling technique used on the population is Non-Probability Sampling 
Techniques. The analysis used in this research is the Qualitative Data Analysis.
As from April 11, 2014, the Government has set rules on Standards Service of Business 
Travel through Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 4 of 
2014. This allows for Tour Operator standardization problem as provided in the ministerial 
regulations, and constraints experienced by the Tour Operator to fulfill that standardization. 
In this regard, it is necessary to study more about the implementation of the protection of the 
law by a Tour Operator, after the ministerial regulation.

Keywords : Tour Operator, Standardization, Legal Protection, Traveler’s rights.
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I. PENDAHULUAN
  a. Latar Belakang

Usaha Jasa Perjalanan W�sata adalah 
perusahaan yang keg�atannya mengurus 
keperluan orang yang mengadakan perjalanan 
ba�k darat, udara, maupun laut dengan cara 
menjad� penghubung antara perusahaan yang 
menyed�akan fas�l�tas perjalanan dengan 
orang yang �ng�n melakukan perjalanan.2 

Usaha Jasa Perjalanan W�sata �n� terd�r� dar� 
dua jen�s, ya�tu B�ro Perjalanan W�sata dan 
Agen Perjalanan W�sata. 

Jen�s jasa perjalanan dapat berjalan 
dengan ba�k, apab�la terjal�n hubungan yang 
ba�k antara penyed�a jasa perjalanan dengan 
pelanggan, seh�ngga d�mungk�nkan adanya 
hubungan jangka panjang dengan konsumen 
pengguna jasa tersebut, karena konsumen 
akan melakukan transaks� langsung 
dengan penyed�a jasa. Hal tersebut yang 
membedakan jen�s usaha jasa perjalanan 
dengan perusahaan manufaktur d�mana 
konsumen t�dak berhubungan langsung 
dengan produsen.3

3 S�t� Nurhayat�, 2009, Perlindungan Hukum Bagi 
Konsumen Pengguna  Jasa Biro Perjalanan Menurut 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, Jurnal, Volume 2 Nomor 2, 
Un�vers�tas Pembangunan Panca Bud�, Medan.
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Suatu perusahaan dapat d�sebut sebaga� 
B�ro Perjalan W�sata apab�la keg�atan 
utama perusahaan tersebut d�tekankan 
pada perencanaan dan penyelenggaraan 
perjalanan w�sata atau paket w�sata atas 
�n�s�at�f send�r� dan tanggung jawab send�r� 
dengan tujuan mengamb�l keuntungan dar� 
penyelenggaraan perjalanan tersebut.4  Dalam 
tujuannya untuk merencanakan keg�atan 
perjalanan w�satawan, B�ro Perjalanan 
W�sata ser�ng kal� mengadakan berbaga� 
macam bentuk paket w�sata untuk menar�k 
m�nat w�satawan yang akan datang ke suatu 
daerah w�sata. 

Terh�tung sejak tanggal 11 Apr�l 2014, 
Pemer�ntah telah menetapkan peraturan 
tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan 
W�sata melalu� Peraturan Menter� Par�w�sata 
dan Ekonom� Kreat�f Republ�k Indones�a 
(Permenparekraf) Nomor 4 Tahun 2014. 
Dalam Pasal 9 ayat 4 (a) d�jelaskan bahwa 
terdapat 3 aspek standar yang harus d�penuh� 
oleh b�ro perjalanan w�sata 3 aspek, ya�tu 
Aspek Produk, Aspek Pelayanan, dan Aspek 
Pengelolaan. Penjelasan secara deta�l terka�t 
unsur-unsur tersebut d�jelaskan leb�h lanjut 
dalam Lamp�ran Permenparekraf tersebut. 

Hal �n� memungk�nkan adanya 
masalah standar�sas� B�ro Perjalanan W�sata 
sebaga�mana d�tentukan d�dalam peraturan 
menter�, dan kendala yang d�alam� oleh 
B�ro Perjalanan W�sata untuk memenuh� 
standar�sas�. Peraturan tersebut belum 

menentukan secara deta�l mengena� lembaga 
yang menguj� standar�sas� aspek produk, 
pelayanan, dan pengelolaan suatu B�ro 
Perjalanan W�sata. Baga�manakah standar 
tanggung jawab B�ro Perjalanan W�sata 
yang telah ada sebelum berlakunya peraturan 
menter� tersebut? Perl�ndungan hukum 
terhadap pengguna jasa par�w�sata ba�k 
domest�k maupun mancanegara dan para 
pengusaha par�w�sata sangat d�perlukan.5 

Karena apab�la faktor keselamatan �tu 
d�aba�kan, maka akan t�mbul dampak negat�f 
terhadap daya sa�ng produk jasa.

Par�w�sata merupakan salah satu 
andalan dalam perolehan dev�sa bag� 
pembangunan ba�k nas�onal maupun daerah. 
Oleh sebab �tu, pembangunan par�w�sata 
Indones�a harus mampu menc�ptakan 
�novas� baru untuk mempertahankan 
dan men�ngkatkan daya sa�ng secara 
berkelanjutan.6 Adanya penel�t�an �n� 
d�harapkan dapat member�kan saran dan 
masukan kepada pemer�ntah dan b�ro-b�ro 
perjalanan w�sata, agar leb�h bertanggung 
jawab dalam mengutamakan keselamatan 
w�satawan sesua� dengan standar�sas� yang 
telah d�tetapkan dalam suatu peraturan. 
b. Rumusan Masalah
1. Baga�manakah konstruks� norma 

pengaturan standar keamanan dan 
keselamatan w�satawan dalam pasokan 
jasa par�w�sata oleh B�ro Perjalanan 
W�sata?

4 I Gust� Putu Bagus Sasrawan Mananda, 2011, “Studi 
Kelayakan Pendirian PT. Medussa Multi Bussines 
Center (MMBC) Sumanda Tour & Travel di Bali 
(Kajian Aspek Pasar Finasial)”, (tesis) Program Stud� 
Mag�ster (S2) Manajemen Pascasarjana Un�vers�tas 
Udayana, hlm.48.

5 V�oletta S�matupang, 2009, Pengaturan Hukum 
Kepariwisataan Indonesia, PT. Alumn�, Bandung, 
hlm.59. 

6 Made Metu Dhana, 2012, Perlindungan Hukum dan 
Keamanan Terhadap Wisatawan, Param�ta, Surabaya, 
hlm.1.
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2. Baga�manakah kes�apan B�ro 
Perjalanan W�sata dalam melaksanakan 
peraturan perl�ndungan w�satawan 
dalam pasokan jasa par�w�sata oleh 
B�ro Perjalanan W�sata?

c. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan umum dalam penel�t�an 

�n�, ya�tu mengkaj� bentuk tanggung jawab 
yang d�ber�kan oleh B�ro Perjalanan W�sata 
terhadap w�satawan. Sedangkan yang 
menjad� tujuan khusus dalam penel�t�an �n�, 
ya�tu :
a. Mengidentifikasi konstruksi norma 

pengaturan standar keamanan dan 
keselamatan w�satawan dalam pasokan 
jasa par�w�sata oleh B�ro Perjalanan 
W�sata.

b. Mengetahu� kes�apan B�ro Perjalanan 
W�sata dalam melaksanakan peraturan 
perl�ndungan w�satawan dalam 
pasokan jasa par�w�sata oleh B�ro 
Perjalanan W�sata.

II. METODE PENELITIAN
Jen�s Penel�t�an dalam penel�t�an �n�, 

ya�tu Penel�t�an Hukum Emp�r�s, karena 
penel�t�an �n� menyangkut tentang data.7 

Dalam penel�t�an �n�, kesenjangan terl�hat 
pada adanya aturan yang menyatakan bahwa 
suatu usaha jasa perjalanan w�sata waj�b 
member�kan perl�ndungan kepada w�satawan 
yang menggunakan jasanya. Sementara 
dalam prakteknya, belum semua B�ro 
Perjalanan W�sata member�kan perl�ndungan 
hukum yang sesua� berka�tan dengan 

keselamatan w�satawan yang menggunakan 
jasanya. D�mana paket-paket w�sata yang 
d�tawarkan terkadang belum sesua� dengan 
standar�sas� produk yang aman d�ber�kan 
kepada w�satawan. 

Dalam penel�t�an �n�, data pr�mer d�dapat 
dar� B�ro Perjalanan W�sata yang berada d� 
sek�tar Denpasar dan Badung. Sedangkan 
data sekunder yang d�gunakan berasal dar� 
data-data yang sudah terdokumentas� dalam 
bentuk bahan hukum pr�mer, sekunder dan 
ters�er. 

Tekn�k pengumpulan data yang 
d�gunakan, ya�tu Tekn�k Stud� Dokumen 
dan Tekn�k Wawancara. Selanjutnya, Tekn�k 
Pengamb�lan sampel populas� penel�t�an 
dalam penel�t�an �n� adalah Teknik Non 
Probability Sampling.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Konstruksi Norma Pengaturan 

Standar Keamanan Dan 
Keselamatan Wisatawan Dalam 
Pasokan Jasa Pariwisata Oleh Biro 
Perjalanan Wisata  
Apab�la d�kaj� berdasarkan Teor� 

Hukum Murn�, adanya perjenjangan dalam 
pengaturan standarisasi dan sertifikasi 
usaha �n� menunjukkan bahwa Hukum 
yang leb�h rendah berdasar dan bersumber 
pada hukum yang leb�h t�ngg�. D�buatnya 
Permenparekraf �n�, merupakan per�ntah 
dar� Peraturan Pemer�ntah Nomor 52 Tahun 
2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan 
Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, dan 
bersumber dar� Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Kepar�w�sataan. Oleh 
sebab �tu, lah�rnya Permenparekraf Nomor 

7 Ph�l�pus M. Hadjon dan T�t�ek Sr� Djatm�at�, 2005, 
Argumentasi Hukum, Gadjah Mada Un�vers�ty Press, 
Yogyakarta, hlm.2
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4 Tahun 2014 �n� merupakan suatu bentuk 
pengapl�kas�an teor� hukum murn�, yang 
mem�l�k� dasar peraturan yang jelas.

 Standar Usaha Jasa Perjalanan 
Par�w�sata yang d�maksud dalam Peraturan 
Menter� �n�, sebaga�mana d�sebutkan dalam 
pasal 1 angka 3, adalah Suatu perumusan 
terhadap klasifikasi Usaha Jasa Perjalanan 
Wisata dan/atau klasifikasi Usaha Jasa 
Par�w�sata yang mencakup 3 (t�ga) aspek 
utama, ya�tu aspek pengelolaan, produk, dan 
pelayanan.

 Selanjutnya, kewaj�ban B�ro 
Perjalanan Wisata untuk memenuhi sertifikasi 
sebaga�mana tercantum dalam pasal 9, 
terdapat dalam Pasal 7 ayat (1). Kata waj�b, 
yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut 
mengartikan bahwa Sertifikat Usaha Jasa 
Perjalanan W�sat adalah sesuatu yang harus 
d�m�l�k� oleh set�ap usaha jasa perjalanan 
w�sata, yang apab�la t�dak d�penuh� maka 
akan men�mbulkan sanks� tertentu.

 Dalam Pasal 9 d�jelaskan terka�t 
persyaratan yang harus d�penuh� untuk 
dapat melaksanakan sertifikasi usaha jasa 
perjalanan w�sata, ya�tu: 
(1) Persyaratan dasar dan pemenuhan 

serta pelaksanaan standar usaha 
sebaga�mana tercantum dalam 
lamp�ran Permenparekraf; 

(2) Persyaratan dasar adalah Tanda Daftar 
Usaha Par�w�sata (TDUP) B�dang 
Usaha Jasa Perjalanan W�sata; 

(3) Sertifikasi dapat dilakukan apabila 
persyaratan dasar telah d�penuh�;

(4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar 
Usaha mencakup 3 (t�ga) aspek: 

a. Aspek Produk, yang d�dalamnya 

terdapat 20 unsur, yang waj�b 
d�penuh�. 

b. Aspek Pelayanan, d�dalamnya 
d�tetapkan 7 unsur yang harus d�penuh�, 
dan 

c. Aspek Pengelolaan, yang d�dalamnya 
tercantum 11 unsur, yang harus 
d�penuh�.
Menurut Muljad� A.J., Produk w�sata 

adalah kumpulan dar� berbaga� macam jasa 
d�mana antara satu dan la�nnya mem�l�k� 
keterka�tan dan d�has�lkan oleh berbaga� 
perusahaan par�w�sata, sepert� restoran/
tempat makan, akomodas�, daya tar�k w�sata, 
angkutan w�sata, dan perusahaan la�nnya 
yang terka�t.8 

 Berka�tan dengan produk yang 
d�has�lkan oleh B�ro Perjalanan W�sata, 
Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 
mengatur tentang 20 unsur yang harus 
d�penuh�, yang terd�r� dar� 6 fokus utama, 
ya�tu :
a. D�sed�akannya m�n�mum jasa 

pemesanan dan/atau penjualan;
b. M�n�mal membuat 1 (satu) paket 

w�sata send�r�, dan menyelenggarakan 
leb�h dar� 1 (satu) paket w�sata; 

c. Dalam paket w�sata terdapat keterangan 
m�n�mum tentang nama paket, waktu 
perjalanan, rangka�an keg�atan, 
harga dalam mata uang rup�ah, jen�s 
transportas� dan akomodas� yang 
d�gunakan, serta perl�ndungan asurans� 
bag� w�satawan;

8 Muljad� A.J., 2012, Kepariwisataan dan Perjalanan, 
Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,  
hlm.47.
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d. D�sed�akannya jasa pengurusan paspor 
dan v�sa;

e. Jasa pramuw�sata yang d�gunakan 
adalah jasa mand�r� atau bag�an dar� 
usaha jasa pramuw�sata, yang mem�l�k� 
sertifikat kompetensi;

f. P�mp�nan perjalanan w�sata (tour 
leader) yang d�pekerjakan mem�l�k� 
sertifikat kompetensi.
Sementara �tu, pelayanan d�art�kan 

sebaga� sebuah akt�v�tas yang s�fatnya 
t�dak kasat mata, d�mana hal tersebut 
terjad� karena �nteraks� antara konsumen 
dengan pember� jasa atau hal-hal la�n 
yang d�sed�akan oleh perusahaan untuk 
dapat memecahkan ataupun mer�ngankan 
permasalahan konsumen.9 Dalam hal 
pelayanan, Permenparekraf Nomor 4 Tahun 
2014, menetapkan 7 unsur yang harus 
d�penuh�, dengan 2 fokus utama, ya�tu:
a. Menerapkan Standard Operating 

Procedures (SOP) bag� pelaksanaan 
tamu d� kantor BPW;

b. Standard Operating Procedures (SOP) 
dalam pelaksanaan perjalanan w�sata 
d�terapkan dengan ba�k.
Pengelolaan yang waj�b d�lakukan 

oleh B�ro Perjalanan W�sata berdasarkan 
Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014, 
mencakup 11 unsur, dengan 5 fokus utama, 
ya�tu :
a. Tempat usaha terp�sah dar� ;
b. BPW mem�l�k� tata kelola perusahaan;
c. Bas�s data tentang �dent�tas w�satawan 

terpel�hara dengan ba�k;

d. Adanya rencana pengembangan 
usaha;

e. Adanya pengembangan SDM.
Konsekuens� yang d�tentukan oleh 

Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014, 
apab�la B�ro Perjalanan W�sata t�dak 
memenuh� standar usaha tersebut d�atur 
dalam Pasal 11 ayat (1), yang �nt�nya 
menyatakan bahwa apab�la ketentuan dalam 
Pasal 9 ayat (4) huruf a, t�dak d�penuh�, maka 
usaha perjalanan w�sata tersebut t�dak dapat 
d�golongkan dan t�dak dapat mendal�lkan 
d�r� sebaga� B�ro Perjalanan W�sata. 

Sanks� terhadap B�ro Perjalanan 
W�sata yang t�dak memenuh� unsur-unsur 
sebaga�mana d�atur dalam Pasal 7 ayat (1) 
dan Pasal 13 Permenparekraf Nomor 4 Tahun 
2014 pada jangka waktu yang d�tentukan, 
adalah pelaku usaha akan d�kenakan sanks� 
adm�n�strat�f berupa teguran tertul�s, 
pembatasan keg�atan usaha, dan pembekuan 
atau pencabutan TDUP.
b. Kesiapan Biro Perjalanan Wisata 

Dalam Melaksanakan Peraturan 
Perlindungan Wisatawan Dalam 
Pasokan Jasa Pariwisata Oleh Biro 
Perjalanan Wisata
Adanya sertifikasi Biro Perjalanan 

W�sata dalam aspek produk, pelayanan, dan 
pengelolaan �n� merupakan suatu langkah 
preventif. Dengan menjalankan sertifikasi 
�n� dengan benar, b�ro perjalanan w�sata 
akan mampu mendukung pen�ngkatan mutu 
par�w�sata dalam aspek produk, pelayanan, 
dan pengelolaan.  

Had�rnya Permenparekraf Nomor 4 
Tahun 2014 yang baru d�tetapkan pada tanggal 
11 Apr�l 2014 �n� men�mbulkan reaks� pos�t�f 
dar� pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan 

9 Ratm�nto dan At�k Sept� W�nars�h, 2005, Manajemen 
Pelayanan, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm.2.



268

Magister Hukum Udayana •  Jul� 2015
ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 263 - 271

bahwa sudah adanya kesadaran hukum dar� 
pemer�ntah maupun pelaku usaha terka�t, 
untuk menetapkan suatu standar terhadap 
produk, pelayanan, dan pengelolaan dar� 
usaha perjalanan w�sata. 

Sementara �tu, dalam Pasal 20 sampa� 
22 Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 
j.o. Permenparekraf Nomor 8 Tahun 2014, 
d�sebutkan bahwa usaha jasa perjalanan 
wisata wajib untuk memperoleh Sertifikat 
Usaha Jasa Perjalanan W�sata yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha 
(LSU) B�dang Par�w�sata, dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun terh�tung sejak tanggal 
11 Apr�l 2014.

Berdasarkan has�l penel�t�an penul�s 
d� Harum Indah Sar� (HIS) Tours and Travel 
yang berkedudukan d� Kota Denpasar, ada 
satu hal yang belum d�penuh� oleh HIS Tours 
and Travel dalam aspek pelayanan, ya�tu 
belum adanya SOP tentang penanganan oleh 
tenaga pemandu w�sata dan/atau p�mp�nan 
perjalanan w�sata terhadap permasalahan 
dan keluhan yang muncul selama perjalanan 
w�sata,. Belum terpenuh�nya unsur tersebut 
d�sebabkan oleh adanya perbedaan budaya. 
Perbedaan budaya tersebut membuat 
perusahaan sul�t untuk menentukan standar 
tepat yang dapat d�berlakukan bag� seluruh 
w�satawan yang menggunakan jasa HIS 
Tour and Travel.

 Sementara �tu, penel�t�an penul�s 
pada Rama Duta Tours and Travel 
yang berkedudukan d� Kota Denpasar, 
menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) 
unsur dalam Permenparekraf Nomor 4 
Tahun 2014 yang belum d�penuh�, terd�r� 
dar� 3 (t�ga) unsur dalam aspek produk dan 1 

(satu) unsur dalam aspek pelayanan, ya�tu :
1. Belum d�penuh�nya ketentuan 

m�n�mum terhadap jasa pemesanan 
dan/atau penjualan jasa angkutan 
w�sata;

2. Belum d�sed�akannya jasa pengurusan 
paspor dan v�sa;

3. Belum adanya perl�ndungan asurans� 
perjalanan w�sata yang d�ber�kan 
kepada tenaga pemandu w�sata;

4. Belum adanya SOP tentang untuk 
meng�s� ku�s�oner untuk evaluas� 
terhadap perjalanan w�sata oleh tenaga 
pemandu w�sata dan/atau p�mp�nan 
perjalanan w�sata kepada w�satawan.
Berka�tan dengan unsur-unsur 

yang belum d�penuh� tersebut, Mon�ca 
Bud�ono mengungkapkan bahwa, untuk 
dapat memenuh� unsur-unsur dalam 
Permenparekraf  Nomor 4 Tahun 2014 
tersebut, p�haknya akan mempelajar� 
peraturan tersebut secara leb�h dalam, 
mengembangkan kerjasama dengan 
perusahaan yang bergerak d�b�dang 
par�w�sata ba�k hotel, penerbangan, obyek 
w�sata dan la�n la�n.

Menurut I.G.N. Par�kes�t W�d�atedja, 
apab�la d�l�hat dar� sudut l�beral�sas� jasa, 
adanya perl�ndungan asurans� dapat menjad� 
alternat�f solus� untuk men�ngkatkan 
pendapatan par�w�sata secara keseluruhan.10 

Seh�ngga ada ba�knya b�la B�ro Perjalanan 
W�sata member�kan perhat�an khusus 
terhadap asurans� kepada w�satawan.

10 I.G.N. Par�kes�t W�d�atedja, 2010, Liberalisasi Jasa 
dan Masa Depan Pariwisata Kita, Udayana Un�vers�ty 
Press, Denpasar, hlm.114.
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 Hal serupa juga terjad� d� Melal� 
Bal�, salah satu B�ro Perjalanan W�sata 
yang berkedudukan d� kabupaten badung. 
Menurut Ketut Jaman, selaku Managing 
Director Melal� Bal�, sekal�gus sebaga� 
Kepala B�dang (Kab�d) SDM ASITA Bal�, 
dalam wawancara tanggal 17 Maret 2015, 
menyatakan bahwa belum d�penuh�nya 
unsur-unsur dalam Permenparekraf Nomor 
4 Tahun 2014 �n� d�sebabkan oleh belum 
adanya sos�al�sas� resm� dar� pemer�ntah, 
seh�ngga men�mbulkan ket�dakjelasan 
dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa 
unsur yang belum d�penuh� adalah sebaga� 
ber�kut:
1. Paket w�sata memuat keterangan 

tentang harga paket w�sata dalam 
mata uang rup�ah. Dalam hal �n�, 
Ketut Jaman mengatakan bahwa 
keterangan mengena� harga paket 
w�sata d�cantumkan secara terp�sah, 
ya�tu dalam confidential tariff. 

2. Paket w�sata memuat keterangan 
tentang perl�ndungan asurans� 
perjalanan bag� w�satawan. Menurut 
Ketut Jaman, hal tersebut t�dak 
selalu d�cantumkan dalam paket 
w�sata. Karena perl�ndungan asurans� 
merupakan penawaran tambahan yang 
d�ajukan sesua� dengan paket w�sata 
yang d�p�l�h oleh w�satawan. Seh�ngga 
w�satawan berhak mem�l�h untuk 
menggunakan perl�ndungan asurans� 
tersebut ataupun t�dak.

3. Tenaga Pemandu W�sata d�l�ndung� 
asurans� perjalanan w�sata. Dalam hal 
�n�, Melal� Bal� bekerjasama dengan 
H�mpunan Pramuw�sata Indones�a 
(HPI), seh�ngga asurans� b�asanya telah 

d�sed�akan oleh HPI sesua� dengan rute 
perjalanan yang d��kut�.

4. Tour Leader d�lengkap� dengan 
sertifikat kompetensi yang masih 
berlaku.

 Menurut Ketut Jaman, pengalaman 
adalah fokus utama dalam pem�l�han 
p�mp�nan perjalanan w�sata. Seh�ngga 
p�mp�nan perjalanan w�sata dar� Melal� 
Bali tidak selalu memiliki sertifikat 
kompetens�.

5. P�mp�nan Perjalanan W�sata d�l�ndung� 
asurans� perjalanan w�sata.
Serupa dengan pemandu w�sata, 

pember�an asurans� perjalanan w�sata kepada 
p�mp�nan perjalanan w�sata d�sesua�kan 
dengan rute perjalanan yang d��kut�, seh�ngga 
t�dak semua p�mp�nan perjalanan w�sata 
mendapatkan asurans� perjalanan w�sata.

D�s�s� la�n, selaku Kab�d SDM ASITA 
Bal�, Ketut Jaman menjelaskan bahwa 
ASITA belum mempers�apkan program 
khusus untuk menjalankan Permenparekraf 
Nomor 4 Tahun 2014 �n� kepada anggota-
anggotanya. Sejauh �n�, fokus ASITA 
terhadap b�ro perjalanan w�sata yang �ng�n 
bergabung menjad� anggotanya adalah 
kelengkapan per�j�nannya.

Sesungguhnya b�ro perjalanan w�sata, 
khususnya yang berada d� Kota Denpasar 
dan Kabupaten Badung telah s�ap untuk 
melaksanakan Permenparekraf tersebut. 
Karena sebelum adanya Permenparekraf 
tersebut, b�ro perjalanan w�sata telah mem�l�k� 
standar tersend�r� dalam menjalankan 
usahanya. 

Namun kurangnya sos�al�sas� dar� 
pemer�ntah mengesankan bahwa kurangnya 
koord�nas� dan pers�apan antara pemer�ntah 
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dengan pelaku usaha maupun ASITA., d�mana 
hal tersebut t�dak sesua� dengan Pr�ns�p 
Penyelenggaraan Tata Kelola Par�w�sata 
yang ba�k. Pr�ns�p penyelenggaraan tata 
kelola kepar�w�sataan yang ba�k adalah 
adanya koord�nas� dan s�nkron�sas� program 
antar pemangku kepent�ngan (stake holder), 
serta adanya part�s�pas� akt�f yang terpadu 
dan sal�ng menguatkan antara pemer�ntah, 
p�hak swasta, dan masyarakat setempat yang 
terka�t.11

IV. SIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan

 Konstruks� norma pengaturan standar 
keamanan dan keselamatan w�satawan 
dalam pasokan jasa par�w�sata oleh B�ro 
Perjalanan W�sata adalah Permenparekraf 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha 
Par�w�sata. D�mana Permenparekraf tersebut 
merupakan peraturan yang lah�r atas dasar 
Peraturan Pemer�ntah Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi 
Usaha d� B�dang Par�w�sata, dan bersumber 
dar� Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepar�w�sataan. Tujuan d�buatnya 
Permenparekraf �n� adalah untuk mendukung 
pen�ngkatan mutu pelayanan, pengelolaan, 
dan produk, serta untuk men�ngkatkan daya 
sa�ng usaha jasa perjalanan w�sata, dengan 
cara memenuh� unsur-unsur sebaga�mana 
d�tentukan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a. 

 Sanks� yang d�ber�kan kepada B�ro 
Perjalanan W�sata yang t�dak memenuh� 

unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 
7 ayat (1) dan Pasal 13 Permenparekraf 
Nomor 4 Tahun 2014 pada jangka waktu 
yang d�tentukan, ya�tu pelaku usaha akan 
d�kenakan sanks� adm�n�strat�f berupa 
teguran tertul�s, pembatasan keg�atan Usaha 
Jasa Perjalanan W�sata, dan pembekuan atau 
pencabutan TDUP.

b. Saran
1. D�harapkan agar pemer�ntah 

dalam membuat peraturan menter� melakukan 
kaj�an leb�h dalam sebelum mengesahkan dan 
menentukan masa berlaku sebuah peraturan, 
seh�ngga nant�nya peraturan-peraturan yang 
d�has�lkan dapan berjalan dengan efekt�f dan 
efisien.

2. Pemer�ntah sebaga� p�hak 
yang bertugas untuk melaksanakan 
pemb�naan dan pengawasan dalam rangka 
penerapan Standar Usaha Jasa Perjalanan, 
waj�b untuk melakukan sos�al�sas� tentang 
Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 
kepada B�ro Perjalanan W�sata d� Prov�ns� 
Bal�, dan mengadakan kerjasama-kerjasama 
dengan ASITA dan Lembaga Sertifikasi 
Usaha Par�w�sata yang sudah d�sahkan 
oleh Kementer�an Par�w�sata dan Ekonom� 
Kreat�f.  
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